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Permasalshan

Setelah S2 tahun merdeke dan selama

itu Indonesia melaksanakan Pe:
Nasional secara sistemtis dan intensif, per-
masalahan dasar Hukum Nasional yakn
kepastian dan keadilan hukum masth diper-
soalkan secara intensif, Sampal dewasa ini,
masyarakat luas bukan seja mempersoal-
kan pelaksanaan kepastian dan keadilan
hukum, lebih dari itu, meraka Juga mem-
permasalahakan rumusan substansi dan
landasan pemikiran yang dipergunakan un-
tuk menciptakan serta menetapkan tujuan
hukum. Dengan kata lain, masih dipar-
soalkan fungsi atau penggunean hukum di
satu pihak, dan pada pihak lainnya masth
diperdebatkan filosofi atau pandangan
dunia yang berada di balik produk-produk
hukum,

Dalam konteks perkembangan atau
pembangunan masyarakat, sesungguhnya
pertanyaan teknis dan mendasar ferhadap
Hukum Nasional itu adalah wajar. Sebab
perubahan masyarakat antara lain me-
nyangkut perubahan hukum yang dipunyai
oleh masyarakat bersangkutan. Perubahan
masyarakat disebabkan oleh atau menun-
tut perubahan hukum. Masalahnya ialah
semakin meningkatnya pertenyaan dasar

terhadap pembangunan hukum. Malah,
masalah teknis pembangunan hukum cen-
derung semakin mengandung perdebatan
ketimbang masalah dasamya. Sebagai
contoh, penggunaan KTP atau KIPEM un-
tuk menyaring pedagang asongan Jakarta
yang akan diberi fasilitas, malah menim-
bulkan masalah kebebasan dan hak untuk
mencari panghidupan di salah satu wilayah
Indonesia yang bemama Jakarta bagi se-
tiap warga negara. Suat: permasalahan
dasar hukum yang diabaikan atau mung-
kin tidak disadari oleh para pelaksana hu-
kum. Keterjebakan pelaksanaan dan bah-
kan pembuatan hukum oleh aspek teknis-
seldoral pembangunan semakin cenderung
mengabalkan aspek dasar-kemanusiaan
dari hukum itu sendir,

Pengabalan aspek dasar dari pemba-
ngunan hukum ditampilkan pula oleh ke-
cenderungan untuk mengutamakan tujuan
pembangunan hukum yang lebth menjamin
pelaksanaan dan kemajuan pembangunan
ketimbang tujuan pembangunan hukum
yang lebih menjamin hak rakyat banyak un-
tuk menikmati hasil pembangunan. Dari ti-
ga tujuan pembangunan hukum yang diga-
riskan dalam GBHN yakni mewujudken
keadilan sosial, mengendalikan perkem-

bangan masyarakat, dan menunjang pem-
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bangunan, tertengkap adanya kecende-
rungan unfuk mengutamakan dua tujuan
terakhir jika dibandingken dengan penca-
paian tujuan pertama. [tu berarti bahwa baik
pembuatan hukum maupun penggunaan-
nya, lebih diarahkan kepada kebutuhan pe-
rancang dan pelaksana pembangunan un-
tuk melancarkan tugas dan keberhasilan
usahanya. Pembuatan dan penggunaan
hukum kurang dimaksudkan untuk melin-
dungi masyarakat luas yang pada umum-
nya kurang mampu dalam menunaikan
haknya yang barkaitan dengan hasil pem-
hangunan. Ringkesnya, pembangunan hu-
kum lebih melayani kebutuhan penguasa
untuk menjamin efoktivitas sistemn politik
dan pemarintah dalem melaksanakan pem-
bangunan. Pembangunan hukum karena
melayani persamaan antar segenap warga
masyarakat untuk menyertai dan menik-
meti pembangunan.

Tersedia berbagai cara untuk menje-
laskan gejala pembangunan hukum Indo-
nesia tersebut. Pertama kalinya, hal itu da-
pat dijelaskan dengan melihat jarak di
antara aspek ideal dengan realita sistam
hukum yang sedang berlaku. Kedua,
kenyataan itu dapat diterangkan dengan
melinat aspek kehidupan masyarakat yang
malindungi serta mempengaruhi perjalanan
sistem hukum dimaksudkan. Dan ketiga,
realita tersebut dapat dijelaskan lewat gam-
baran tentang selarah perkembangan hu-
kum di Indonesia.

Bahasan ini mengandung pendekatan
kedua yang mellhat proses pembangunan
hukum sebagai produk dari corak kehi-
dupan masyarakat, bukan sebagal akibat
dari salah satu aspek kehidupan masyara-
kat seperti ekonomi, politik, sosial-budaya
dan sebagainya. Corak kehldupan dimak-
sudkan ialah kadar atau perkembangan de-
mokrasi yang mewamai segala aspek ke-
hidupan masyarakeat.

Pencapalan Tujuan Pembangunen
Hulum

Pencapaian tujuan pembangunan hu-
kum dengan sendirinya diartikan sebagai
pelaksanaan atau penggunaan hukum di
datam kehidupan masyarakat sesuaj de-
ngan tujuan yang telah ditetapkan. Karena
tujuan pembangunan hukum adalah bagian
dari pembangunan nasional sasarannya
edalah memajukan kehidupan masyarakat,
maka analisa pencapalan tijuan pemba-
ngunan hukum harus menjawab pertanya-
an, apakah pembangunan hukum telah
memberikan manfaat bagi seluruh warga
masyarakat? Siapa sajakah dari golongan
masyarakat yang lebih menikmati dan ku-
rang mendapatkan keuntungan dari pem-
bangunan hukum? apakeh tujuan pemba-
ngunan hukum dicapai secara berimbang?
Adakah ketimpangan sosial jika ditinjau dari
segi hukum? Lebih jauh, masih berapa be-
sarkah porsi masyarakat yang masih atau
sedang mengalami 'kemiskinan hukum’ se-
bagai manifestasi dari tingkat kehidupan
sosial yang digambarikan cleh kebebasan
melakukan sesuatu, kebebasan berorga-
nisasi, kebebasan mengekspresikan diri,
kabebasan berkomunikasi dan kebebasan
beribadah (Ellis dalam Hilhorst dan Klatter,
1985: 77).

Untuk menjawab peranyaan-pertanya-
an tentang relita pembangunan hukum ter-
sebut, adalah bertanggung jawab Jika ana-
lisa bertolak dari kecenderungan pilihan
penekanan tujuan pembangunan hukum
yang sudah terlaksana selama lebih dari
dua dasawarsa yang lalu. Sekalipun dapat
diperdebatkan, namun kenyataan menun-
jukkan bahwa pembangunan hukum lebih
terarah untuk merealisasikan tujuan mere-
kayasa atau mengendalikan perubahan
masyarakat di satu pfhak, dan lebih diuta-
makan penggunaannya untuk menunjang
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dalam artian melandasi segala upaya yang
dikategorikan sebagai pembangunan. Ada-
pun tujuan yang diletakkan pada urutan
pertama dalam GBHN yakni mewujudkan
keadilan sosial, songaja atau tidak jauh ter-
tinggal dari pencapaian dua tujuan terda-
hulu,

Penciptaan hukum untuk mengendali-
kan psrkembangan atau merubah masya-
rakat amatlah menonjo! dalam dua puluh
tahun terakhir ini. UU tentang susunan dan
kedudukan MPR/DPR/DPRD, UU Pemily,
VU tentang Panai Politk dan Golkar, UU
Rederendum, dan UU Keormasan, adalah
soperangkat hukum yang dimaksudkan
dan dimanfaatian untuk menata kehidupan
politik Indonesta. UU MPR/DPR/DPRD me-
ngukuhkan adanya wakil rakyat yang tidak
mengikuti pemilu untuk menduduki lemba-
ga perwakilan. Persisnyapun tidak berda-
sarkan struktur masyarakat Indonesia,
akan tetapi berdasarkan kebutuhan du-
kungan rakyat secara formal oleh mereka
yang memegang kekuasaan negara. Jelas
pengangkatan sebesar itu pas dengan UU
dasar 1945 yang oleh penyusunannya
dimaksudkan bahwa anggota MPR yang
diangkat itu adalah sebagai wakil dari go-
longan masyarakat yang melalui Pemilu
tidak mungkin memperoleh satu orang wa-
kilpun. Bagl mereka dalam prinsip bahwa
Pemilu adalah satu-satunya cara untuk
menjadi waki! rakyat di lembaga per-
wakilan.

UU Parpol-Golkar adalah jelas mera-
kayasa sistern dan kehidupan organisasi
pottiik rakyat dengan membatasi jumlahnya
secara hukum, bukan secara alamiah, dari
sistemn multi partal menjadi sistem satu
partai dominan, tanpa dapat disaingi oleh
partai lainnya. Sekalipun begitu, UU ter-
sebut tidakiah menjamin kekuasaan parta
pemenang pemilu atas negara. Akibatnya
UU itu hanya menjamin hak hidup dan tu-

gas partai untuk mengesahkan sistem po-
fittk yang berlaku.

Semertara itu UU Keormasan, dimak-
sudkan untuk merekayasa kehidupan or-
mas darl kebebasan yang hakiki selama
ini, menjadi terbatas dalam penstapan asas
atau ideologi, dalam perjuangan politik dan
kewajibannya terhadap masyarakat. Reka-
yasa itu sejalan pula dengan Orpol yang
berfungsi mengukuhkan sistem politik tan-
pa dapat membangun alternatit untuk
memperbalkinya sejalan dengan keinginan
anggotanya sekalipun.

Selintas, UU Referendum menampil-
kan kesan demokrasi langsung, sebab da-
lam hal ada keinginan untuk merubah dasar
dan sietem kenegaraan, maka rakyatlah
yang memutuskannya. Akan tetapi jika di-
pandang dari sudut pelaksanaan tugas
MPR dan ketentuan UUD 1845, terasa
adanya pengsbirian hak lembaga tertinggi
itu. Sebab adalah hak MPR untuk merubah
VUD, Tapi UU Referendum malah menca-
but sebagian hak MPR untuk dikembalikan
kepada raekyat. Jadi UU ini menghasilkan
semacam ‘kebingungan’ ketatanegaraan
yang antara lain tampil dalam partanyaan,
apakah Indongsia mamakai sistem politik
berdasarkan perwakilan atau demokrasi
langsung?

Rekayasa yang disalurkan melalut UU
Pemilu falah menciptakan keunggulan le-
gitimasi terhadap sister politik Orde Baru
beserta struktur penguasa yang mendu-
kungnya. Keterlibatan pegawai negeri
{Korpri) di dalam Golkar, dukungan keluar-
ga Hankam, penyerahan suara di kantor-
kantor pada hari ketja, lamahnya penga-
wasan proses penyerahan suara oleh plhak
yang netral dan bsr'oposisi’, pengendalian
prosesnya oleh aparat pemerintah, meru-
pakan jajaran mekanisme Pemilu untuk
mencapal fungsinya, memenangkan Orde
Baru lewat kemenangan Golkar yang
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terjamin secara terus-menerus.

Selain darl kelima UV politik di atas,
dihasilkan pula UU Nomor 201982 tentang
pokok-pokok Hankam yang menjarin fung-
8i sosial-politik ABRI disamping fungsinya
sebagai pengaman negara dari musuh. UU
int melegalisasikan peran anggota ABRI di
dalam segenap lembaga negara dan sekali-
gus memberi peluang untuk melegalkan
dominasinya di dalam kehidupan masya-
rekat secara keseluruhan. Berdasarkan pe-
ran ftulah tatanan sistem Politik Orde Baru
ditegak dan dioperasikan.

Suatu hukum yang amat strategik da-
lam pengaturan kehidupan masyarakat
lalah UV pokok pers No. 11 tahun 1968. Di
satu pihak produk hukum ini dimanfastian
untuk menuntut adanya tanggung jawab
pers terhadap stebilitas sistem yang ada
dengan Jalan menyesuaikan pemberitaan
yang disiarkannya terhadap kebijakan pe-
nguasa. Di lain pihak Ul tersebut diwajib-
kan pers untuk menunaikan tugasnya
terhadap pembangunan yang sepenuhnya
melaksanakan policy pemerintah. Untuk
merealisasikan hak dan kewajiban pers Ru,
Uil tersebut memberikan hak kepada pe-
merintah menggunakan mekanisme SIUPP,
pembatalan berita, bahkan pembreidelan.
Di dalam masyarakat Juga tersebar cerita
burung tentang larangan kepada pers untuk
memberitakan wawancara atau tulisan to-
koh masyarakat tertentu (mudah-mudahan
ind tidak benar). Dengan teknik pengawasan
pers seperti itu maka pers tidak dapat di-
fungsikan oleh siapapun untuk penghujat
pejabat, kebijaksanaan dan bahkan baglan
dari sistem politik yang keliru atau tidak
tepat. Dengan kata lain, pers menjad! tak
efektif untule dijadikan alat presure politik
terhadap penguasa.

Penggunaan hukum untuk merekayasa
pembangunan masyarakat ditampilkan pu-
la oleh pelaksanaan psmbangunan kota

dan pedesaan. Demi peremajaan Kota,
maka tanah rakysat dipakal oleh pemerintah
kota dengan ganti rugi di bawah harga pa-
sar. Begitu pula halnya dengan pengambil
elihan tanah pertanian milik rakyat untuk
pambangunan jalan, dam-dam dan fasilites
pembangunan lainnya.

Ada pula penggunaan hukum yang se-
cara tidak langsung dipergunakan untuk
menyelesaikan masalah politik. Peradilan
Jenderal Dharsono, para pelaku peristiwa
Malari, Tanggung Priok 1884, peristiwa
Lampung, dan sabagainya, merupakan
rangkaian penggunaan hukum secara tidak
langsung untuk menghadapi lawan politik
pemerintah/penguasa. Dikemukakan sa-
perti ity, sebab apapun bukti pelanggaran
hukum yang telah dibuktikan sehagaimana
mereka lakukan, semuanya beranjai dari
persocalan politik. Secara politis dan moral,
pelanggaran yang mereka lakukan berawal
dari masalah politik yang tidak mendapat
tanggapan sepantasnya secam politis pula.
Seluruh pembelaan mereka yang dihukum
karena peristiwa-peristiwa itu membuldtikan
latar belakang politknya. Mereka merasa
dipojokkan untuk melakukan pelanggaran
hukum karena mereka tidak mempunyai
dan tidak mendapatkan wadah politis bagl
penyaluran aspirasi politik mereka secara
wajar dan fair seria terjamin aman. Sesung-
guhnya metode penggunaan hukum seperti
itu, merendahkan martabat politis di negeri
ini dari pelerjaan yang berpamoroergangs
menjadi kegiatan yang kotor sarta tercela.
Proses hukum seperti Ini berfungs! ‘mema-
tikan' kehidupan politik yang merupakan
salah satu Inti dari kehidupan demokrasi di
negeri ini.

Di samping fungsi pengendalian kehi-
dupan masyarakat, pengembangan kehi-
dupan hukum juga menjurus kepada pe-
ngendalian lembaga atau Institusi hukum
ftu sendiri. Kontro! pemerintah (eksekutif)
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yang dilaksanakan olch penguasa terhadap
badan peradilan mulai dari Pengadilan
Negeri sampai kepada Mahkamah Agung,
kontrol eksekutif terhadap pengacara se-
bagai salah satu unsur dari lembaga per-
adilan, dan bahkan pengawasan dan pe-
ngendalian terhadap organisasli kaum pro-
fesi hukum yakni Peradilan dan Persahi-
pun, menggarisbawahi pembangunan hu-
kum untuk pengendalian masyarakat yang
pada gilirannya mengorbankan hak dan
kepentingan masyarakat dan sebaliknya
mendukung kewenangan penguasa dan
pemerintah.

Sampai dewasa ini para hakim masih
merasakan dualisme kekuasaan yang
meng-intervensi serta mempengaruhi pe-
laksanaan tugas mereka. Di satu pihak per-
kembangan karler hakim berupa kenaikan
pangkat dan jabatan mereka diatur cleh
eksalatil lowat Departemen Kehakiman.
Sekalipun kriteria pangkat dan jabatan itu
dibuat secara pasti, akan tetapi pelaksa-
naannya tidak berlangsung secara objektif
karena bukan ditentukan oleh akreditasi
sejawat yang secara profesional lebih ber-
kompeten dan dapat terhindar deri penga-
ruh kekuasaan di luar para hakim itu sen-
dir. D lain pihak, tugas halkdm secara teknis
oleh peringkat lembaga kehakiman yang
ditata secara hierarkhis, Di sini terbuka
kembali intervensi non-hukum, metalul pe-
ringkat lembaga kehakiman itu ssndiri.

Dengan alasan menerbitkan pelak-
sanaan tugas para pembela, dimungkinkan
sistem pengawasan dan pembinaan para
pembeta. Mareka malah diistribusikan ber-
dasarkan wilayah kekuasaan suatu Peng-
adilan Tinggi seperti yang terjadi di Propinsi
Sulawesl! Selatan. Sekalipun ideal dari segt
pemerataan, namun efektivitas tugas me-
reka terganggu. Sementara itu, pelaksa-
naan tugas mereka semakin terawasi di
bawah ketertuan tentang contemp of Cour}

sehingga keleluasaan tugas mereka terasa
berkurang,

Dan akhirnya pengendaiian pemba-
ngunan hukum ditandai pula oleh penga-
turan organisasi kaum profesi hukum.
Ikatan Advokad lkadin yang sudah harus
menggant! pangurusnyapun tidak diblarkan
mengatur dirinya sendiri. Sekalipun Kelom-
pck Harjono sebagai pimpinan lama berka-
pasitas sebagai pamenang, namun Menteri
Kehakiman menginginkan Gani Djemnat se-
orang yang ia kenal lebih baik selaku pim-
pinan Baru. Karena tidak ada gelagat [kadin
menerima keinginannya itu, maka reko-
mendasi untuk Munas ke 21 tidak diberikan
Menteri Kehakiman sehingga Munas tidak
dapat dilaksanakan. Maka terkatung-ka-
tung kepengurusan lkadin. Keruwetan yang
dihadapi oleh Persahipun karena kuatnya
intarvensi langsung atau tidek dari ka-
iangan pemerintah atau penguasa, tidak
kalah beratnya dengan apa yang dialami
oleh perkumpulan kaum profesi hukum
yang satu ini. Peradin lebih kurang meng-
hadap! masalah pokok yang sama. Semua-
nya terikait kepada strategi Pemerintah un-
tuk mengendalikan dan merekayasa kehi-
dupan masyarakat, khususnya golongan
masyarakat yang berposisi strategis karena
perannya yang penting di dalam kehidupan
sistem hukum Indonesia.

Berkenaan dengan pambangunan na-
sional sebagai sentral dari keseluruhan ke-
giatan negara dan pemerintah, maka di-
kembangkanlah pemanfaatan segenap hu-
kum yang ada atau yang perlu dihasilkan
untuk menunjang segala aspek pemba-
ngunan tersaebut. Sebagai contoh, perhati-
kanlah pembangunan hukum yang berlang-
sung di antara tahun 1971 sampai dengan
1977. Dalam periode itu tidak lcurang dari
43 buah UU yang dihasilkan olsh DPR. Dari
jumiah itu sebanyak 13 buah UU (30.2%)
atau sepertiganya adalah hukum yang me-
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nyangkut Anggaran Pendapatan dan Pem-
belanjaan Negara (APBN) yang sudah ba-
rang tentu pusat perhatiannya adalah me-
nunjang pembangunan lawat pengaturan
penerimaan dan perbelanjaan negara.

Di samping itu terdapat lima UU yang
amat bermanfaat untuk menunjang pemba-
ngunan yang dihasilkan oleh DPR dalam
periode itu yakni UU Pokok Transmigrast
yang dipergunakan untuk memsratakan
penyebaran penduduk dan pembangunan
pertanian ke wilayah Indonesia yang ber-
penduduk jarang, UU Landasan Kontinen
yang memberikan perlindungan kepada
usaha nelayan, UU Penerbitan Judi yang
membearikan tambahan penghasilan pajak,
UU Pengairan yang mendukung pemba-
ngunan pertanian, dan UU BATAN yang
menunjang penelitian teknologi tingai. Ada
3 UU yang bobotnya untuk kesejahteraan
cukup tinggi yakni UU Perkawinan, UU Po-
kok Kesejahtaraen Sosial dan UU Nar-
kotika. Ada pun UU rekayasa politik yakni
UU Pokok Pemda, Parpol-Golkar, Pemilu,
Hukumn Pidana dan Penyatuan Timor Timur
dimanfaatkan mulai masa ini.

Uralan pembangunan di atas meng-
gambarkan betapa Pemerintah dan pe-
nguasa memanfaatkan hukum untuk mere-
kayasa kehidupan masyarakat dan menun-
jang kewanangannya melaksanakan pem-
bangunan. Akan tetapi Kita juga menan-
tukan gejala pembangunan hukum yang
berkaitan dengan kesejahteraan. Hanya
saja, fika datam kedua fungsi yang satu ini
gambaran kegagalan amst mewarmai pem-
bangunan hukum dalam lebih dari dua
dekade terakhir ini. Menurut catatan ma-
jalah Monitor Hak-Hak Azas! Manusia In-
donestia sejak bulan Nopember 1982 sam-
pai dengan bulan Februari 1880, telah
terjadi tidak kurang dari 529 buah kasus
pelanggaran hak asasi yang berarti seba-
nyak 3,6 buah per harinya. Apabila dilihat

perbulan, maka di bulan Nopember 1889
terjadi kasus yang bararti 3.5 psr harinya.

Jika dibedakan perkasus pelanggaran
hak azasi sefak bulan Desember 1989 sam-
pai Februari 1980, maka diketahui bahwa
yang berkenaan dengan tanah adalah yang
terbanyak dengan tanah adalah yang
tarbanyak yakni 24,4% dengan 108 kasus.
Setelah itu adalah pelanggaran hak-hak
buruh dan upah sebanyak 16% atau 77 ka-
sus. Adapun penyelenggaraan hak untuk
mendapatkan pekerjaan, berpolitik, hak
sipil, dan hak untuk mendapatkan ling-
kungan hidup yang sehat, berkisar di antara
10,5 sampai dengan 13,3%.

Adapun pelanggaran hak mengemuka-
kan pendapat, mendapatkan perlindungan
hukum, pelayanan kesehatan dan hak ates
pembangunan, berkisar di antara 0,9 sam-
pai 4,2%.

Tentulah tidak dapat dikatakan bahwa
tidak ada sama sekali hukum yang dapat
dimanfaatkan untuk melindungi berbagai
hak asasi warga masyarakat tersebut. Tapi
dapat dipastikan bafrwa tidak dipunyai me-
kanisme hukum, sosial, politk, ekonomi
dan budaya sekalipun yang efektif untuk
dimanfaatkan melindungi atau menge-
nyampingkan segenap pelanggaran hak
asasi tersebut. Sebagai kembarannya, juga
tidak dipunyal kekuatan sosial dan politik
yanyg efeldif dapat difungsikan untuk melin-
dungi pemilik hak-hak asas! terebut.

Qleh karena keseluruhan kelemahan
periindungan dan mekanisme perjuangan
hak asasi tersebut dipunyal oleh warga
masyarakat iuas, maka dengan sendirinya
merekalah yang bempeluang besar menjadi
victim dari pelanggaran hak asasl. Adapun
golongan masyarakat lapisan atas dan se-
bagian dari golengan menengah, mempu-
nyal cara untuk melindungl hak asasi me-
raka, karena mereka mempunyai akses
kepada kekuasaan sosial dan kekuasaan
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negara. Pandangan ini diperkuat oleh ke-
cenderungan jenis pelanggaran hak asasi
yang dikemukakan di atas. Pelanggaran
hak asasi atas tanah dan hak buruh seba-
gai porsj tersebut (masing-masing 24,4 dan
18%)}), menunjukkan bahwa golongan ma-
syarakat lemahlah yang terbanyak tak ter-
lindungi oleh pembangunan hukum. Ada-
pun hak berpolitik dan mengemukakan
pendapat adalah ikhas hak golongan mene-
ngah ke atas, karena kebutuhan dasar me-
reka sudah sampal ke taraf itu. Mereka
mulai mampuy berusaha memenuhinya.

Kebllaksanaan atau Politlk
Pembangunan Hukum

Apabila dalam penggunaan atau pe-
laksanaan fungsi hukum terjadi kesen-

jangan di antara ketiga tujuan pemba-
ngunannya serta ketimpangan menikmati
perlindungan di antara golongan masya-
rakat, yang berpangkal kepada interaksi
keseluruhan struktur kekuasaan masyara-
kat dan negara di dalam prosas hukum,
maka di dalam proses pembangunan hu-
kum dalam artian penciptaan atau pem-
buatannya, interaksi segenap struktur ke-
kuasaan sosial dan negara itu terpusat pa-
da lembaga-lembaga negara yang berfung-
si menghasilkan hukum. Sebagaimana di-
ketahui umum, lembaga negara/pemsrin-
tahan yang bertugas manghasilkan hukum
adalah DPR dan DPRD.

Berkenaan dengan pembentukannya,
terbukenya kecenderungan bagi berbagai
ketimpangan pembangunan hukum, se-
bagaimana dikemukakan dalam bagian ter-
dahulu, dapat ditelaah dari berbagal seqi.
Pertama Kafinya, kondisi ftu ditentukan oleh
kewenangan yang dipunyai oleh lembaga-
lembaga hukum itu sendiri. Secara formal
sebagaimana ditentukan oleh UUD 1845

dan berbagai UU yang menyangkut lem-

haga-lembaga itu, institusi-institusi negara
tersebut berwenang membuat hulum se-
suai dengan porsi kekuasaan yang diberi-
kan kepadanya. Namun dalam kenyataan,
dengan menggunakan pengaruh atau ke-
kuasaan politik, kewenangan masing-ma-
sing lombaga itu tidakiah dapat dimanfaat-
kan sepenuhnya untuk menghasilkan hu-
kum yang lebih sesuai dengan tujuan pem-
bangunan hudaum.

Sebagaimana ditetapkan oleh kons-
titusi, DPR kerjasama dengan presiden
membuat UU. DPR bukan sebhagai lem-
baga pembuat UU yang mempunyai kewo-
nangan penuh. Begitu pula DPRD yang
menurut UU No. 5 tahun 1974 hanyalah
merupakan bagian dari pemsrintah daerah,
sehingga kewenangannya tidaklah bisa
mengawasi Gubernur ataupun Bupati. Jadi
kewenangan DPR atau DPRD sesungguh-
nya adalah pembantu eksekutit untuk
menghasilkan hukum schingga kewenang-
annya memerintahkan merxiapatian legali-
tas dari wakil rakyat.

Kedua, kondisi itu ditentukan oleh
struktur kekuasaen dalam lembaga-lem-
baga pembuat hukum itu, sebagaimana
ditampilkan oleh susunan atau komposisi
anggotanya. Baik DPR maupun BPRD di-
dominasi oleh ABRI yang secara permanen
mendapat dukungan GOLKAR. Kedua go-
longan yang mayoritas di dalam DPR dan
BPRD itu, cenderung mendukung penuh
RUU ateu Raperda yang diusulkan oleh
pihak eksekutif. Penentuan jabatan dan
bahkan penentuan keanggotean di dewan
itu, banysk dipengaruhi oleh eksekutif, se-
hingga kemandirian anggotanya terbatas.
Jika ada anggota yang berani berbeda pen-
dapat dengan pihak eksekutif, lazimnya
mereka merubah pendiriannya melalui pro-
ses pembuatan keputusan yang dikenal
dengan masyawareh untuk mufakat, se-
bagai bagian utama dari prosedur kerja de-
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wan-dewan perwakilan rakyat itu.

Suatu penelitian ang dilakukan oleh
mahasiswa FISIP Ul mengenai pembuatan
keputusan di DPR terhadap RUU Keor-
masan, merupakan contch yang gamblang
mengenai tak mampunya anggota dewan
perwakilan Indonesia memperjuangkan ke-
pentingan dan aspirasinya. Di dalam perde-
batan RUU itu, sesungguhnya setiap fraksi
DPR berusaha mengadakan perubahan
sesual dangan kepentingan masyarakat
yang diwakilinya. Perhatikanlah aneka usul
fraksi DPR dan frekuensinya di dalam tabel
1 berikut ini.

Dari segi apapun, data di atas menun-
jukican sikap kritis yang lebih tinggi FPP dan
FPDI ketimbang FKP dan FABRI. Apalagi
yang berkenaan dengan perubahan materi
dan tambahan pasal yang sesungguhnya
merupakan indikator bagi kadar indepen-
densi atau daya kritis golongan anggota.

Keseluruhan materi perdebatan DPR
terhadap RUUK itu dibedakan atas sitatnya
yang krusial dan non-krusial. Materi usulan
yang bersifat lqusial ialah yang pembicara-
annya sampai ke Panitia Khusus dan terdin
dari masalah judul RUU, hubungan Panca-

Tebal 1
Usul tambahen dan perubahan RUU Keormasan

Materi FKP | FABRI | FPP | FPDI JLH

1. Perubahan materi/pasal RUU 3 1 7 6 17

2. Tambahan pasal baru 0 0 3 0 3

3. Pemintaan penjelasan 1 0 1 0 2
4. Usul penyempumaan teknis per

UU dan redaksional 16 11 10 18 59

Jumlah 19 12 21 24 76

% 25 15,8 278 316 110

Sumber : Sabar Simatupang, Peranan dan Interkasi Kekuatan-Kekuatan Politik di DPR:

Studi Kasus Pembahasan RUU Keormasan tahun 1885, hal. 132,

sila dengan agama, penjelasan pasal-pasal
1,2, pembinaan Ormas, sarta pembekuan
atau pembubarannya. Adapun masalah
non-krusial menyangkut usu! atau tidak di-
anggap prinsipil oleh masing-masing fraksi.
Balk masalah krusial, maupun usul non-
krusial dibedakan lagi atas materi yang ter-
masuk substansial dan redaksional. Usulan
redaksional menyangkut perubahan ba-

hasa, dan usulan yang barsifat substansial
menyangkut materi RUU itu sendirl, Ber-
dasarkan keempat kategori itu, maka ke-
seluruhan usul fraksi terhadap RUU itu,
tergambar dalam tabel 2 berikut ini.
Distribust semua ysul masing-masing
fraksi menurut keampat kategori menam-
pilkan sikap kritis FPP dan FPDI ketimbang
kedua fraksi pemerintah di DPR tersebut.
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Tebal 2
Rinclan Usul Fraks] terhadap RUU Keormasan

Materi Krusial Non-Krusial Jumlah

Fraksi Subst |Redaks | Subst [Redaks | Subst | Redaks
% %

FABRI 1 3 3 5 4 N8 8 242
F. KP 3 2 7 7 |10 284 8 273
F.PP 7 3 10 1 17 50,0 4 121
F.PD! 6 5 6 7 112 279 | 12 18,0

Jumiah 17 13 26 20 | 43 33
% 305 | 294 | 605 | 606 100 100

Sumber : Sabar, [bid, halaman 135.

Hanya saja jika diperhatikan usul siapa
yang keluar sebagai kesepakatan atau
hasil musyawarah untuk mutakat DPR se-
hingga dijadikan materi atau pasal-pasal
UU Keormasan, maka gambarannya ber-
tolak belakang dengan perbandingan ting-
kat inisiatif dan perjuangan masing-masing
fraksi dalam memajukan usul-usul, seba-
galmana digambarkan dalam tabel 1 dan
2 di etas. Tidak ada masalah dengan usul
yang bersifat non-krusial, karena semua
lenis usul itu diterima oleh Dewan. Seka-
lipun demikian, periu dicatat bahwa usul
fraksi non Pemerintah lebih banyak dari
kegiatan fraksi-fraksi pemerintah. Tidak
demikian halnya dengan usul yang bersifat
krusial, meskipun usul fraksi ABRI dan KP
lebih banyak yang ditolak akan tetapi jum-
lah usu! mereka Jauh di bawah kedua frak-
si non pemerintah. Tetapi usul substansial
PDI dan PPP leblh banyak yang ditolak
secara absolut.

Kecenderungan sikap pengambiian ke-
putusan dewan tentang materi yang ber-
sifat krusialpun amat mirip dengan materi

yang bersifat substansial di atas. Satu-
satunya usul F. ABRI tidak diterima oleh
dewan. Dari 3 buah usul FKP diterima se-
buah dan ditolak 2 buah. Adapun usul PD)
diterima 3 buah dari 8 usulnya. Dan dari 7
buah usul FPP, hanya diterima sebuah,
enam lainnya ditolak.

UU Keormasan memang termasuk hu-
kumm yang lama proses pembuatnya di
DPR, sehab sejak diterima DPR lewat
Amanat Presiden yang disampaikan oleh
Manteri Dalam Neger Supardjo Rustam
pada tanggal 31 Mei 1884, dewan itu baru
menystujul pada tanggal 17 Juni 12835. Jadi
RUU itu rampung digarap DPR dalam 12,5
bulan. Sekalipun demikian, kasus RUU Ke-
crmasan bukanlah mewakili gambaran
umum tentang waktu kerja DPR dalam
rangka melakukan fungsi dan kewenang-
annya selaku pemberi legitimasi terhadap
kebljeksanaan eksekutif melalut hukum
yang dihasllkannya. Pada umumnya DPR
Jauh lebih sigap dalam artian [auh lebih ku-
rang mampu mengejawantah sikap kritis
dan memasukkan alternatif kebilaksanaan
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Tabel 3
Perbandingan Usul Fraksl DPFR R) terhadap RUUK
yang ditolak dan diterima untuk dijadikan Menteri UU

Posisi Usut Diterima Ditolak Total
Sustansial:
F ABRI 0 0,0 1 59 1 598
F. KP 1 5,8 2 1.7 3 17,6
F. PP 3 17,6 a 17,6 6 35,3
F. PDI 1 5.8 8 35,3 7 41,2
Total 5 29,4 12 70,6 17 100
Redaksional
F. ABRI 3 23,1 0 0,0 K} 23,1
F. KP 2 15,4 0 0,0 2 15,4
F. PP 5 38,5 0 0,0 5 38,5
F. PDI 3 231 0 0.0 3 23,1
Total i3 100 0 0,0 13 100

Sumber : Sabar, Ibid, halaman 209,

yang dapat mereka rumuskan ke dalam
suatu RUU. Sesungguhnya DPR Jauh
lebth mampu memenuhi kebutuhan pe-
merintah akan hukum dengan cara meng-
hasilkannya secara cepat, ketimbang
memenuhi kebutuhan rakyat akan per-
lindungan hukum.

Pari 43 buah UU yang dihasilian
DPR dalam periode 1971 sampal dengan
1977, terdapat 8 buah UU yang hanya
dihasilkan DPR sampai dengan 15 hari.
Satu di antaranya adalah UU tentang pe-
nyatuan Timor Timur ke dalam Rl, suatu
UU yang menyangkut implikas! interna-
sional amat luas. Ketujuh lainnya ialah
UU tentang perjanjian Indonesia dengan

Australia, Malaysla, dan Singapura, tentang
konvensl komunikasi, tanda kehormatan,
pembentukan Kabupaten Aceh Tengah dan
perubahan UU No. 8/1971. Sesungguhnya
tidak semua UL itu tidak mempunyal impfi-
kasi politik sulit, misalnya perjanjian dengan
Singapura.

Sementama itu masing-masing terdapat
11 buah UU yang diselesaikan dalam waktu
16 harl sampai dengan satu bulan, dan seba-
nyak 15 buzh UU yang diselesaikan dewan
ini dalam waktu 1 sampal dengan 1,5 butan,
UU yang diselesatkan di antara 1,5 sampai
dengan 2 bulan terdapat 5 buah, yakni UU
mengenai APBN sebanyak 4 buah dan
sehuah UU tentang transmigrasi. Namun itu
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bukan berarti DPR lebih teliti menyelesai-
kan setiap RUU APBN, sehab RUU APBN
1975/76 hanya diselesaikan dalam wakiu
41 hari. Dan dalam periode tahun 1970-an
itu, terdapat pula 4 buah UU yang disele-
salkan oleh DPR dalam waktu lebih dari
dua bulan, yaitu UU tentang Perkawinan,
Pemily, DPR, susunan MPR/DPR dan UU
Partai Politik dan Golkar. Ternyata keempat
UU yang amat strategik bagl pemerintah
untuk menata perubahan paolitik itupun ha-
nya diselesaikan dalam waktu € minggu
(UU Pemilu dan Susunan MPR/DPRY}, da-
lam waktu 3,5 bulan (UU Perkawinan, dan
dalam waktu 7 bulan {(UU Parpol-Golkar).

Perkembangan Demolaas] sebugal
Kondisl Pembangunan Hulam

Pandangan yang mengakui bahwa hu-
kum adalah alat masyarakat untuk mene-
gakkan demokrasl, tidaklah benar seluruh-
nya. Telaah terdahulu setidaknya berusaha
membuktikan konstatasi tersebut. Pene-
kankan fungsi hukum cendsrung lebih men-
dukung kekuasaan pemerintah serta imple-
mentasi, baik untuk mengeteidifican proses
rekayasa perubahan masyarakat yang dila-
kukan oleh penguasa, maupun untuk men-
dapatkan basis penggunaan kekuasaan
yang kukuh dalam melaksanekan pemba-
ngunan. Untuk itu telah disaksikan berbagai
korban pembangunan yang tercipta secara
legal (di bawah periindungan hukumy}, se-
hingga fungsi hukum mewujudkan keariilan
bagi seluruh masyarakat ketinggalan jauh
di belakang. Dalam pada itu proses pem-
buatan hukum, sebagaimana ditampilkan
cleh kewenangan, struktur atau komposis|
golongan, dan prosedur atau proses pem-
buatan UU di DPR/DPRD, cendgrung lebth
berjalan menurut keinginan dan kepenting-
an golongan penguasa. Tidak dikenalnya
inisiatif Perundang-undangan DPR/DPRD,

substanst RUU/RAPERDA yang diperlaku-
kan sebagai harga mati, adanya batasan
waktu terselubung bagi dewan perwakilan
untuk merampungkan RUU/RAPERDA,
dan kakunya cara pembuatan keputusan
yang membatasi inisiatif dan keleluasaan
anggota dewan, menjurus kepada tercipta-
nya produk hukum yang memberi peluang
kepada seluruh aparat negara/pemerintah
untuk mengabaikan penciptaan keadilan
sebagal tujuan pembangunan hukum yang
syah.

Oleh karena {tu sudah sewajamya Jika
dicoba mencar penyaebab kegagalan pen-
capalan tujuan pembangunan hukum se-
cara seimbang dari sifat atau watak kese-
luruhan kehidupan masyarakat Indonesia.
Berdasarkan keyakinan bahwa demokrasi
adalah merupakan perkembangan tertinggt
dari pertumbuban sifat atau watak kehi-
dupan masyarakat, maka adalah beralasan
untuk membuat analisa tentang pemba-
ngunan hukum yang dikondisikan oleh per-
kembangan kehidupan demokrasi dalam
masyarakat Indonesia.

Menganalisa perkembangan demokra-
st dalam masyarakat Indonesia dan apalagi
mempertimbangkan pengaruhnya terha-
dap pertumbithan aspek-aspek kehidupan-
nya seperti aspak hukum yang sedang kita
bahas ini, bukanlah merupakan pekerjaan
yang mudah. Sebab demokrasi sebagai
suatu konsep tentang kehidupan yang di-
pergunakan cleh setiap masyarakat, mulai
darl yang beraliran liberal sampai komunis,
dan dari yang masih terbelakang sampal
terkebelakang sampai yang sudah indus-
trial canggih. Setiap masyarakat atay bang-
sa mempergunakannya dengan memberi-
kan predikat sesuai dengan penafsiran
yang diberlkan kepada konsep itu.

Adalah sekaligus kekuatan dan kele-
mahan bagi konsepsi demokrasi karena ia
dilahirkan oleh pemikiran dan cita-cita kehi-
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dupan liberal yang perkembangannya di-
tentukan cleh manguatnya kaum entrepre-
neur yang sekaligus merupakan cikal bakal
dari kaum kapitalis di Eropa. Karena akses
kaum kapitalis terhadap kehidupan kaum
pekerja berupa kelimpangan soslal-eko-
nomi dan bahkan politik sebagai akibat dari
kemiskinan yang dideritanya, sementara
kaum kapitalis menguasal seluruh proses
produksi dan sistem politk, maka lahirlah
pemilkiran dan cita-cita tandingan terhadap
demokrasi yang semula dibangun oleh
kaum kapitalis yang liberal itu tadi. Sejak
Karl Marx melahirkan idenya tentang demo-
krasi sentralisme yang dimotori oleh kaum
buruh, maka sampai sekarang telah (ahir
beragam demokrasi, baik yang diflhami
oleh pemikiran Marx dan para pengikutnya,
maupun yang dlithami oleh tradisi masya-
rakat setempat. Ada pula demokrasi yang
ditafsirkan berdasarian koembinasi peml-
kiran Marx atau pengikutnya dengan tradisi
masyarakat perumusnya.

Sampai dewasa ini demokrasi tetah
mempunyai berbagai predikat seperti lib-
eral, sentralisme, rekyat, nasionalisms, ter-
pimpin, Pancasila, dan sebagainya. Kese-
muanya dirumuskan berdasarkan pende-
katan tertentu atau berdasarkan prioritas
tertentu bagi kehidupan masyarakat peru-
mus dan penggunaannya. Demekrasi lib-
eral meletakkan kebebasan individu yang
toleran sebagal urgensi kehidupan negara
dan masyarakat. Oleh karena itu, kontro!
rakyat dan atau wakilnya kepada penguasa
dan negara adalah prinsip yang tak bisa
ditawar. Supaya hubungan kekuasaan me-
menuhl prinsip pengawasan dan perwa-
kilan, maka institusi politik yang berproses
berdasarken hukum yang dihasilkan mela-
lui kesepakatan berdasarkan kemandirian,
berganti dan komprorn, dipandang sebagai
mekanisme utama kehidupan negara dan
masyarakat. Sebaliiotya, demokrasi sentra-

lisma berawal dari upaya untuk mengalih-
kan segenap kekuasaan negam dan ma-
syarakat kepada golongan tertindas yakni
kaum pekerja yang Jumlahnya terbanyak
di dalam negara atau masyarakat. Untuk
menjamin hal itu, kebebasan individu kaum
kapitalis dan bahkan kaum buruh itu sendiri
harus diserahkan kepada keseluruhan ma-
syarakat yang diwakill oleh negara dan pe-
merintah. Demokrasi diartikan sebagai ke~
kuasaan yang berada pada golongan ter-
findas, bukan sebagai kekuasaan yang di-
punyai oleh individu kaum tertindas #tu. Ber-
dasarkan prinsip itulah seluruh kehidupan
warga masyarakat mulai dari budaya, aga-
ma, ekonomi, dan sebagainya diatur dan
ditata oleh partai yang menghimpun seluruh
kaum tertindas yang dianggap berkuasa
karana sudah mengalahkan kaum kapitalis.

Balk hangsa yang sudah berkembang
maupun yang sedang berkembang, cende-
rung mengadaptastkan salah satu dari ke-
dua afiran utama demokras! di dunia ter-
sehut, atau mengembangkan bantuk-ben-
tuk kombinast.

Adatah terlalu Jauh dan dikhawatirkan
tidak begitu berguna, [ika di dalam pemba-
hasan ini ditelusuri kelomahan dan keung-
gulan masing-masing bentuk demokrasi
yang variasinya dapat tidak terhingga se-
cara hipotstis. Oleh karena itu untuk mem-
bimbing analisa supaya mampu menjelas-
kan kondisi demokras! bagi pembangunan
hukum di Indonesia, maka adalah ber-
alasan uniuk mengidentifikasi prinsip-prin-
sip dasar demokrasi indonesla berdasar-
kan tujuan kehidupan masyarakatnya di
satu plhak, dan berdasarkan kondisi-kon-
disi kehidupan di pihak lain-
nya. Kedua pertimbangan itu dapat di per-
tanggung jawaban untuk menggambarkan
perikembangan demokras! di [ndonesla ser-
ta kemungkinan dampaknya terdapat pem-
bangunan hulkum,
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Keterkaltan perkembangan demokrasi
dengan pembangunan hukum berdasarkan
tujuan masyarakat sesungguhnya sudah
dipastikan oleh konstitusi-konstitusi yang
pernah berlaku di Indonesia. Alinea pem-
bukaan ketign UUD yakni 1845, RIS dan
1950 yang memuat tujuan indonesia mer-
deka, menyatakan lima ciri negara-bangsa-
masyarakat yaknl merdeka, bersatu, ber-
daulat, adil, dan makmur. Kelima cir itu
diujudkan dan dikembangkan melalui dua
ciri, pertama dengan jalan memerdskakan
bangsa dan masyarakat Indonesia dari
segala bentuk penguasaan yang tidak
syah, dan kedua membentuk pemerintah
yang bertugas melindungi, menselahtera-
kan dan mencerdaskan segenap rakyat,
serta memparjuangkan perdamaian dunia
berdasarkan Pancasila.

Sejauh Ini ciri merdeka, bersatu dan
berdaulat sudah disepakati makna dan
lebih kurang cara pengujudannyapun se-
makin disepakati. Pembangunan hukum
dalam artian penciptaan dan pemanfaatan-
nya amat banyak berkembang berkat
ketiga ciri itu.

Yang masih dalam perdebatan dan
bahkan masih menjadi bahan perjuangan
politik sampai dewasa Ini, lalah merumus-
kan dan mengujudkan dua ciri terakhir,
yakni adil dan makmur. Di dalam 5 GBHN
yang disusun sejak Orde Baru, kedua tu-
juan itu selalu dikaitkan kepada pemba-
ngunan ekonomi. Adil lsbih diartikan se-
bagai fungsi distribusi materi hasil pemba-
ngunan, Impaknya kepada pembangunan
hukum sudah sama diketahui, yakn) meng-
utamakan hukum untuk merekayasa ma-
syarakat dan untuk mambangun ekonom,

Pada hakekatniya konsep adll mengan-
dung makna yang lauh lebih luas yakni
meliputi merdeka, bersatu dan bardaulat.
Dengan demikian konsep adil dapat diarti-
kan sebagai demokrasi politik di satu pihak,

sebab adil terujud dalam kemerdekaan, ke-
satuan dan kedaulatan, Dan di lain pihak
adil dapat berarti demokras! ekonomi, se-
bab kemakmuran harus dicapai dan ditata
berdasarikan prinsip keadilan.

Keterkaitan perkembangan demuokrasi
di Indonesia dengan pembangunan hukum
berdasarkan kondis! kehidupan masyara-
kat, ditelash dalam tiga pendekatan atau
cara analisa, pertama dengan memusatkan
perhatian kepada aspek struktual dar de-
maokrasi, terutama di bidang kehidupan po-
iitik dan ekonomi masyarakat Indonesia.
Kedua ialah menelusuri aspek kultural dari
demokrasi Indonesia dengan memberikan
perhatian khusus kepada nilai dan norma
tentang hubungan kekuasaan seperti ter-
ujud dalam konsepsi patron-kiisn, persa-
maan dan negara integralistik. Dan ketiga
adalah membahas aspek proses dari de-
mokrasi Indonesia sebagaimana diujudkan
dalam proses pembuatan keputusan dalam
masyarakat dan negara yang pada dasar-
nya merupakan wadah bagi baroperasinya
aspek stnuktural dan kultural darl demokrasi
Indonesia melalui interaksi di antara mere-
ka yang teriibat did alam proses pembuatan
keputusan tersebut.

Pendekatan seperti ini dipergunakan
dalam telash inl dalam upaya mendapatkan
sumbangan yang lebth banyak dar teori
dan pendekatan limu-ilmu Sosial yang
sudah berkembang akhir-akhir ini. Dengan
cara itu diharapkan pengenalan maslah
demokrasi serta potensi perkembangannya
dapat dilalukan secara labih tajam,

Aspek struktural dari demokras! be-
serta perkembangannya, sukar dipahami
Jika menggunakan teori Weber tentang
stratifikasi sosial. Sebab mereka yang
mempunyai stafus primordial tertinggipun
di dalam masyarakat Indonesia, saperti ke-
pala suku, pemuka adat dan agama, seperti
halnya dengan mereka yang mempunyai
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status sosial-ekonomi tertinggi yakni politisi,
dokter, hakim, profesor, bankir dan seba-
gainya, tidakiah pasti berpengaruh atau
menentukan dalam proses pembuatan ke-
putusan dalam masyarakat, terutama di
dalam pemerintahan. Apalagl mereka yang
mempunyai status leblh rendah dari Hu,
seperti kaum buruh atau tenaga tidak ahli
tainnya. Jadi siapa yang berkuasa dan di
antara slapa kekuasaan negara didistribusi-
kan dalam masyarakat Indonasia, tak ter-
tangkap dengan tajam jika dipahami lewat
teor status sosial. Apalagi teori Marx yang
mengeajarkan bahwa kaum buruh yang ber-
satu adalah pemegang mutlak kekuasaan
negara. Teori itu tidak menjelaskan kelas
buruh sebgal penguasa di Indonesla, ka-
rena kelas sosial baru berbentuk stratifikast
atau pengelompokan warga masyarakat
yang temyata atau merasa sama kedu-
dukannya. Kesadaran akan kekuatan diri
karona mempunyai kondisi hidup yang sa-
ma, belum dipunyal oleh masyarakat hias
di Indonesia. Hans Dieter Evers baru me-
linat bahwa kesadaran kelas masyarakat
Indonesta bary mulai tumbuh di lapisan
atas masyarakatnya.

Amat mungkin panjelasan tentang
strukiur kekuasaan yang melandasi de-
mokrasi !ndonesia, dapat dibuat dengan
meanggunakan teori stratifikasi sosial yang
dikembangkan oleh Dehrendorf. Dia mem-
bedakan masyarakat atas golengan do-
minan dengan golongan di sub-ordinasikan
(didominasi), Kepentingan keduanya berla-
wanan secara diamental. Persatuan ma-
syarakat ditentukan olsh golongan dominan
dengan jalan menyusun nilai, norma dan
sistem kekuasaan yang dipaksakan ke-
pada golongan sub-ordinan. Kelas dominan
yang terdir dari mereka yang menduduki
posisi otoritas dalam dunia industri, peme-
rintahan dan organisasi masyarakat itu,
mengalokasikan aspek materi dan non-

materi dalam kondisi masyarakat dengan
mengandalkan perangkat nilai, norma dan
sistem yang dikembangkannya itu.

Teori inf tampaknya lebih menjelaskan
perkembangan strukiur masyarakat yang
mewadahi demokrasi di Indonesia sejak
bebsrapa unsur dari makna konsep terse-
but dikenal oleh masyarakat jauh sebelum
kemerdekaan, sampai konsepsi itu dijadi-
kan landasan Idill negara Indonesia merde-
ka. DI masa kerajaan, adalah para raja
beserta keluarga dan para bupatinya yang
mendominasi kehidupan segenap masya-
rakat karena penguasaannya atas kerajaan
dan tanah. Secara geopolitis para pangua-
sa itu menentukan secara sepihak apa
yang harus dilakukan oleh masyarakat.
Mereka menetapkan nilai, menyusun hu-
kum (norma) serta menerapkannya kepada
masyarakat. Tak ada kewenangan dan
apalagi kekuatan masyarakat untuk melin-
dungl diri dari hukum kaum dominan ter-
sebut. Secercah peluang untuk melindungi
dari hukum kelas dominan kerajaan-kera-
jagn Indonasia itu lalah melakukan protes
itu tidak diperhatikan. Keberhasilan dari
penggunaan hak pepe itu sepenuhnya ter-
gantung kepada belas kasih kaum domi-
nan. Penguasa kolonial Belanda yang me-
ngembangkan negara birokrasi (beamb-
tenstaat), sekalipun memperivas struktur
kekuasaan dengan mengakui posisi politik
kaum penguseaha, namun dominasi kekua-
saan berada pada mereka yang mendudukd
struktur birokrasi negara kolonial. Kedua
golongan inllah yang menghasilkan dan
melaksanakan hukum bagi keseluruhan
masyarakat tanpa mempunyai kesempatan
dan kemampuan untuk mengawasi seluruh
hukum tersebut. Lembeaga perwakilan (raag
yang dibentuk sejak 1803 (localeraad) dan
dewan tingkat nasional 15 tahun kemudian,
hanya berfungst sebagai lembaga untuk
mendeteksi aspirasi masyarakat, bahian
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menyalurkan kepentingan mereka.

Di awal kemerdekaan, sebagai upaya
merealisasikan cita-cita dan perjuangan
para penggerak kemerdekaan, pemnah di-
usahakan merubah struktur-struktur demo-
krasi seperti itu dengan Jalan mentrans-
formasikan pluralisme sosial ke dalam
sistem multi partai. Kaitan strukiur sosial
dengan struktur politik secara langsung
seperti itu, berhasil mengaktifkan peran po-
littk masyarakat luas secara langsung dan
sekaligus melalui perwaldlan (DPR/DPRD).
Pada waktu itu keterlibatan rakyat dalam
pembuatan hukum menjadikan produk hu-
kum memuat kepentingan mereka yang se-
cara rolatif tidak dominan termuat di dalam
substansi hukum, Relatifnya kekuasaan
golongan dominan karena berlakunya kom-
petisi, mendoreng pemanfaatan hulwm -
dak dapat menjurus bagi kepentingan go-
longan dominan saja.

Hanya saja struktur kekuasaan seperti
itu tidak cukup produktif bagi penumbuhan
persatuan masyarakat dan pe
ekonomi serta pembentukan sistem politik
yang efektif, sekalipun responsibilitynya
amatlah kuat. Sejak kesimpulan seperti itu
mendominast kehidupan negara Indonesia
dt akhir tahun 1950-an, maka struktur de-
mokrasi Indonesia berpaling kemball ke-
pada selarahnya. Para penguasa birokrasi
sipil dan militer tampil menjadi golongan do-
minan dalam masyarakat, Kontro! mereka
terhadap segala kehidupan masyarakat
dan negara dikukuhkan melalui berbagai
produk hukum. Malah hukum yang dihasil-
kan oleh penguasa kolonialpun dimanfaat-
kan untuk mengukuhkan kontrol golongan
dominan kepada masyarakat [uas. Hukum
lebih termantaatkan untuk mengontrol ke-
timbang melindungi rakyat, betapapun le-
mahnya mereka. Bagian kedua dari telaah
ini telah menunjukkan gejala ini dengan
berbagai bukti.

Perkembangan aspek kultural dari de-
mokras! Indonesia, juga berakar jauh ke
dalam sejarah masyarakat Indonesia. De-
ngan kata lain sejarah Indonesia menam-
pilkan perkembangan kultur demokrasi di
Indonesia. Dengan tepat Umar Kayam
menggambarkan bahwa demokrasi adalah
cermin dari proses budaya dalam usaha
menjabarkan konsep kekuasaan dalam
masyarakat. Gambaran Kayam tentang
perkembangan budaya demokrasi masya-
rekat Indonssia, diawali dengan melihat
masyarakat pertanian tradisional puak
menggantungkan hidupnya kepadea alam
semesta (jagad), sehingga untuk selamat
dari kekuasaan jagad tereebut, mereka ha-
rus memelihara keselarasan hubungan an-
tar sesamanya (Jagad kecHl) sehingga tidak
mengganggu jagad raya {alam). Jadl ke-

yang mengatur kehidupan masya-
rakat puak adalah harmoni jagad yang
digambarkan sebagai suatu kebulatan.
Masyarakat pertanian kerajaan yang
berkembang kemudian, measih percaya
kepada harmoni jagad yang bulat itu
sebagai kekuasaan yang menentukan
kehidupan mereka. Akan tetapi jagad yang
bulat sudah dianggap mempunyai titik pu-
sat, seperti lampengan bulat, atau seperti
kerucut, di mana pusatnya adalah tempat
bagi penguasa. Dangan begitu sudah di-
kembangkan konsepsi hierarkhi kekuasaan
dalam jagad. Gambaran seperti itu, mereka
perlakuan pula di dalam Jagad kecil yaitu
keseluruhan warga masyarakat pertanian
itu sendiri. Perkembangan masyarakat per-
tanian kerajaan, memperengkap dan me-
rinci hlerarkhi kekuasaan dalam jagad kecil
yang tidak terpisahkan dengan jagad raya
itu, ke dalam berbagai bentuk hubungan
yang tortata berdasarkan nilai dan norma.
Tapi infinya lalah adanya pusat kekuasaan
yang secana hierarkhis melaluj kekuasaan
yang mengitarinya. Dan kekuasaan yang
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semakin jauh dari pusat jagad adalah lebih
lemah dari yang dekat kepada pusat
tersebut.

Konsepsi tentang distribusi keluasaan
secara hierarkhis seperti itu dikukuhkan
oleh sistem politik kolonial Belanda dengan
[atan memberikan kehidupan masyarakat
pedesaan melalui sistem pasmerintahan ti-
dak langsung di satu pihak, dan di lain pihak
mempertahankan kekuasaan pusat jagad
ketil sehagaimana dipegang oleh raja dan
kaum bangsawan secara formal dengan
jalan mempertahankan simbol-simbol sta-
tus kekuasaan mereka, sambil mengambil
alih kekuasaan riil mereka dengan jalan
menciptakan hisrarkhl baru di ates puncak
susunan kekuasagn kerajaan yang secara
tradisional diperlakukan sebagai pusat
jagad kecil. Dengan begitu perkembangan
jumiah manusla serta ragam perannya di
dalam kehidupan masyarakat tetap tidak
mendapat tempat di dalam keyakinan ma-
syarakat tentang susunan kekuasaan. Su-
sunan kelaiasaan berdasarkan ketidaksa-

tergantungan kawula yang berada di luar
pusat kekuasean terhadap gustinya di pu-
sat itu sendir tetap hidup di kalangan ba-
gian masyarakat Indonesia, terutama di
pedesaan dan lapisan bawah masyarakat
perkotaan.

Sesungguhnya masyarakat Indonesia,
terutama mereka yang mendapatkan pen-
didikan dan informasi secara luas, sudah
mengetahul, memahami dan bahkan me-
laksanakan kensepsi kekuasaan yang
tersebar, berintikan persamaan dan terdis-
tribusikan di dalam masyarakat. Namun
mereka it tergolong ke dalam dua aliran
sikap dan pandangan dalam memanfaat-
kannya bagi kehidupan Me-
raka yang terdiri dari kaum intelektual,
kaum profesional dan kaum birckrat yang

bersikap bebas terhadap kekuasaan, pada
umumnya meoyakini kensepsi kekuasaan
baru tersebut. Akan tetapi bagian kaum in-
telektual, profesional dan birokrat yang
mendambakan dan menghargai tinggi ke-
kuasaan, karena kaberadaannya di dalam
struktur kekuasaan sebagai unsur pe-
nguasa, maka demi kepraktisan, mereka
memanfaatikan keyakinan tradisional ma-
syarekal terhadap kekuasaan. Maka ter-
ciptalah keyakinan terhadap struktural ke-
kuasaan secara hierarkhis kaku, memaksa
dan bahkan menindas.

Budaya tentang kekuasaan seperti itu
terkuluhian secara normatit di datam kon-
sepsi negara integralistik yang merupakan
dasar bagi penyusunan sistem politik dan
pemarrintahan Indonesia sejek lebih dari 3
dekade terakhir. Konsepsi kenegaraan
yang tidak membedakan (bukan memisah-
kan) negara dengan masyarakat, akan
tetapi yang menyatukannya itu, mengajar-
ken syahnya pemusatan kekuasaan pada
negara. Di samping itu, karena kensep itu
mengajarkan gotong royong bagi kehi-
dupan negara, maka fidak dimungkinkan
atanya saling kontro! antar lembaga ne-
gare, antar kekuatan sosial-politik dan antar
negara dan masyarakat. Sebaliknya kon-
sep integralistik itu mengajarkan peng-
utamaan kesepakatan ketimbang perbe-
dagan antar segenap unsur negara ataupun
masyarakat, sehingga terbuka pola pem-
buatan keputusan masyaraket-masyarakat
tradisiona) indonesia. Pertama ada pola
dominasi pimpinan musyawarah di mana
sidang diawall oleh pemimpin sidang, di-
susul oleh penyampaian pandangan pe-
serta dan diakhiri oleh keputusan yang
diambil oleh ketua. Pada dasamya ke-
putusan itu tidek jauh berbeda dengan

ketua tersebut. Pola ini dikem-

bangkan cleh masyarakat indonesia yang
menganut pembentukan organisasi dan
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susunan kekussaan masyarakat secara
teritorial. Penguasa teritorial diterima se-
bagai penguasa tertinggi atas segenap
kelompok dan aspek kehi-dupan wargarnya.
Dan kedua adalah masyarakat tradisional
Indonesia yang menyusun struktur dan
kekuasaan berdasarkan kelompok fung-
sional seperti kelompok adat, kelompok
cendekia, kelompck egama, dan seterus-
nya, Di dalam suatu wilayah, segenap
kelompok itu dihargal sebagal bagian yang
otonom dari masyarakatnya. Setiapnya
mempunyai hak untuk melibatkan diri da-
lam membuat keputusan. Pimpinan masya-
rakat di dalam suatu wilayah mendapat
dukungan dan pengawasan olsh setiap
kelompok fungsional tersebut. Keputusan
yang dihasilkan oleh para wakil kelompok
fungslonal itu, adalah hasil tawar menawar
secara spontan di antara segenap pesarna
sidang.

Setelah Indonesia merdela, pola ke-
dua ini pemah diterapkan di penggalen per-
tama tahun 1850-an, sekalipun dasar pemi-
kirannya diangkat dari model pembuatan
keputusan masyarakat Ercpa. Tapi per-
kembangan struktur masyarakat yang se-
makin didominasi oleh kaum birokrat atas
dukungan elit dan dunia usaha tingkat na-
sional sejak akhir dasawarsa tersebut,
maka pola pembuatan tradisional pertama
yang berkembang dalam masyarakat Jawa
tradisional, dikembangkan secara nasional.
Terciptanya struktur kekuasaan ekono dan
politik yang memusatkan di Jakarta, pada
kalangan elit militer, birokrat dan teknokrat,
dewasa inl, menjadikan proses pembuatan
keputusan semakin asing dari kehidupan
masyarakat luas.

Lebih dari pada itu sistem pembuatan
keputusan masyarakat untuk mutekat yang
diturunkan dart konsepsi integralistik de-
wasa ini, amat menekankan aspirasi dan
kepentingan komunal masyarakat yang

pada hakekatnya diidentifikasikan dan
ditentukan cleh mereka yang paling do-
minanh. Karena kepentingan dan aspirasi
golongan bukan dominan dan apalagi mino-
ritas, cenderung terkorban atau terkesarn-
pingkan dengan mendesak mereka mem-
berikan mufakat kepada keinginan go-
longan dominan. Baglan ketiga dari telaah
ini telah membuktikan gejala itu.

Gagasan Alternatif

Ketiga bentuk analisa perkembangan
demckrasi di Indonesia di atas, telah me-
nunjukkan batapa demokrasi di dalam pi-
kiran, keyakinan dan praktek kekuasaan,
tidaklah membaerikan fasilitas bagi pemba-
ngunan hukum yang menyeimbangkan
pencapaian keadilan terhadap pencapaian
efeldivitas kekuasaan pemerintah untuk
merekayasa peirubahan masyakat dan
mengabsyahkan kebijakan pembangunan
sebagaimana digariskan oleh golongan
atas masyarakat, khususnya ellt penguasa.
Baik pemantaatan, maupun pembatalan
hulum, semuanya cenderung mengabai-
kan kepentingan dan perindungan hak war-
ga masyarakat luas yang pada umumnya
berada dalam posisi yang lemah dilthat dari
aspek kehidupan manapun.

Sekalipun bagitu perkembangan de-
mokrasi ftu sendiri, juga menyajikan berba-
gal potensi untuk menumbuhkan demo-
kras! yang ada gilirannya berguna sebagai
pendukung pembangunan hukum. Setidak-
nya dapat dikenali dua bentuk potens! bagt
pengembangan demokrast dimaksudkan.
Pertama, ialah potens| yang bersifat teknis,
dan kedua adalah potensi yang bersifat
kondisional. Potensi teknis psngembangan
demolkras! berada pada varian struktur
masyarakat yang lebth didasarkan kepada
tungsi masyaraekat ketimbang teritorial,
yang antara lain dikembangkan oleh ma-
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syarakat Minangkabau tradisional. Setiap
golongan masyarakat yang terbentuk ber-
dasarkan fungsi tertentu yakni agama,
adat, cendekia, mempunyai kedudukan
yang sama, sehingga interaksi soslal terbu-
ka untuk lebih memenuhl demckrasl. Se-
mentara itu, pluralisme masyarakat [ndo-
nesia bempotensi pula bagi menata struldur
masyarekat yang demokratis dengan ciri
utama penolakan kepada dominasi dan
hierarkhi struktural. Semakin tumbuhnya
golongan menengah secara intelektual,
ekonomi dan organisasional, seperti ditam-
pilkan oleh perkembangan peran kaum pro-
fesional! di berbagai bidang kehidupan, tam-
paknya dapat dtharapkan menjadi pendu-
kung proses demokras) sekall-
pun di kalangan mereka masih periu dite-
gakkan dan kesadaran golongan.

Potensi teknis demokras{ lainnya ada
pula yang berbentuk variasi kultural. Pe-
ngetahuan, pengalaman dan penghayatan
sebagian dari lapisan menangeh dan ates
masyarakat tentang substansi dan cperast
nilai-nilai dasar demokrasi universial, se-
lama hampir satu sbad terakhir tentulah
berpeluang untuk ditukarkan kepada warga
masyarakat lainnya, sehingga pada giliran-
nya terlaksana dalam segenap aspek kehi-
dupan masyarakat. Dalam pada itw, di an-
tara sukubangsa Indonesla, terdapat nilal
tradisi tentang persamaan antarmanusia
dan antargolongan yang sesungguhnya
merupakan salah satu nilai dasar dari de-
mokrasi universal.

Potens! teknis pengembangan demo-
krasi berupa [nstitusl, antara lain ditampil-
kan oleh kebiasaan bermusyawarah yang
dipunyai oleh segenap sukubangsa [ndo-
nesia. Kayam malah melihat lembaga ini
sebagai potensi utarma bagt pengernbang-
an demokrasi. Dalam pada itu pengem-
bangan dalam Interaksi pembuatan kepu-
tusan berdasarkan proses tawar-menawar

yang Juga merupakan nilal dasar demoleasi
univereal, sudah pula dipunyai masyarakat
Indenesia.

Sejak akhir tahun 1970-an, terutama
sejak awal tahun 1880-an, kondisi untuk
mengembangkan demokrasi Indonasia te-
lah berkembang baik di dalam, maupun di
luar negeri, Peran dan tanggung jawab
rakyat Indonasia untuk memikul biaya rutin
dan pembangunan melalui pembayaran
berbagal bentuk pajak, pembelian saham
dan obligasi yang dikeluarkan oleh usha
swasta dan pemerintah, menabung dan

modal, berproduksi, ter-
utama sejak pemserintah mengalami ke-
sufitan dana karena {atuhnya harga minyak,
dangan sendirinya memberi peluang bagi
mereka untuk menenukan dan mengawasi
penggunaan dana negara. Dalam pada
waktu ftu, sistem ekonomt berdasarkan
kompetisi terbuka dan pembangunan pro-
yek yang memeriukan tanah yang semakin
memeriukan realisasi hak-hak asasl me-
reka yang hanya mungkin dipenuhi secara
memadai lswat demokrasi yang luas dan
mendalam.

Kondisi internasional bagi pengem-
bangan demokrasi Indonesia disediakan
oleh perkembangan yang telah terjad di
negara-negara blok soslalls dan negara
sedang berkembang. Rusia dan negara-
negara EropaTimur telah menghapus doml-
nas! partaikomunisme dan beralih ke sis-
tem muitipartai. Hak asasi rakyat mereka
secara cepat direalisasikan. Hak asasi rak-
yat mereka secara cepat direalisasikan.
Hak Individu sudah didampingkan kepada
hak komunal. Bahkan konsepsi komunal
semakin ditinggalkan. Semuanya itu me-
nampilkan wajah demokrasi. Bagi Indone-
sia perkembangan itu merupakan bukti
pahwa sistem dominasi, pemusatan ke-
kuasaan dan kemunalisme yang deweasa
ini cenderung dipergunakan untuk meng-
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operasikan konsepsi negara integralistik,
telah mangalami kegagalan. Indonesia ti-
dak perlu melanjutkan kesalahan yang su-
dah dierita oleh bangsa lain.

Dalam pada #tu, berbagal negara se-
dang berkembang, balk yang kondisi eko-
nominya lebih balk, sama sullt dan malah
lebih sulit jika dibandingkan dengan Indo-
nesia, telah bemekad untuk mengembang-
kan demokrasi. Perhatikan Korea selatan,
Taiwan, Philipina, Pakistan, India dan Me-
sir,

Alhimya harus diakui bahwa sikap Pra-
siden Suharto tentang kaitan langsung di
antara pertumbuhan dan pemerataan pem-
bangunan, sebagai dikemukakannya ke-
pada 31 orang pengusaha besar nasicnal
di Tapor akhir-akhir ini, tidak pelak lagi me-
rupakan kondisi bagi perkembangan de-
mokrasi Indonesia. Presiden memang baru
menekankan upaya itu melalui penualan
saham kepada koperasi. Akan tetapi jika
proses itu dilaksanakan dalam kontek do-
minasi dunia usaha, pemusatan kekuasaan
di dalam organisast-organisasi, dan peng-
abaian kepentingan individu terhadap ke-
pentingan komunal masyarakat, maka dis-
tribusi saham itu tidak akan merubah ketim-
pangan ekcnomi menjad! pemerataan. Ma-
nipulasi saham dan keuntungannya akan
ttap dilakukan oleh mereka yang mendo-
minasi atau perusahaan ponjual saham.

Anggota koperas! tidak akan men-
dapatkan distribusi hasil saham tersebut.
Jadi demokrasi ekonomi dan politik (baca
berorganisasi) merupakan persyaratan un-
tuk menduicung konsep kembar pertum-
buhan bersama pemerataan yang baru
dicanangkan oleh Presiden itu.

Kesimpulan

Tak ada alasan moral dan faktual se-
kalipun untuk berpandangan bahwa psm-

bangunan hukum tidak terjadi di Indone-
sia, balk dalam periode Orde Lama, apalagi
dewasa inl. Hukum telah mengalami per-
kembangan yang pesat dalam dua se-
tengah dekade terakhir ini. Sekalipun demi-
kian adalah satu kewajiban untuk meleliti
sampai berapa jauh parkembangan yang
telah dicapal itu memenuhi rencana atat
keinginan yang telah disepakati. Apakah
arah perkembangannya menjurus kepada
pemenuhan kepentingan masyarakat se-
cara keseluruhan? Sudah kualitas perkem-
bangan yang dicapal itu cukup mendekati
ukuran yang berlaku umum dalam batas
bangsa dan antar bangsa?

Telaah ind temyata menunjukican bahwa
di dalam kepesatan perkembangan hukum
itu, tamyata pu'a ketimpangan dalam tujuan
pembangunannya, kesenjangan dalam pe-
manfaatannya, dan kesenjangan dalam
prosss pembuatannya. Tujuan hukum un-
tuk menegakkan keadilan dalam seluruh
segmen masyarakat, terkalahkan oleh tu-
juannya untuk merekayasa perubahan ma-
syarakat dan menseiadani kekuasaan pelak-
sanaan pembangunan. Hukum lebih di-
fungsikan sebagai alat pengabsah dan
legalisas| kepentingan golongan dominan
dalam magyarakat, sehingga kebijaksana-
an mereka menjadi syah untuk diterapkan
kepada seluruh masyarakat. Hukum seba-
gai penjamin hak asasi dan pelindung ke-
pentingan golongan masyarakat yang ter-
dominasi, masth jauh dari optimasi penggu-
naannya. Tingginya efektivilas pemerintah
dan penguasa di satu pihak dan rendahnya
daya responsive meraka terhadap tuntutan
masyarakat di lain pthak, merupakan petun-
juk umum akan kenyataan tersebut. Begitu
pula halnya dengan banyaknya catatan ten-
tang pelanggaran hak asasi dan betapa
kuatnya mareka yang menduduki posisi ke-
kuasaan terhadap rekyat biasa. Lalu begitu
copat dan mudahnya lembaga perwakilan
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rakyat meluluskan RUU/R Perda, menun-
jukian adanya ketimpangan kewenangan
dan kemampuan wakil rakyat terhadap
pihak eksekutif di dalam membuat hukum.

Sebagai lingkungan yang mewadahi
pembangunan hukum, perkembangan de-
mokrasi yang mencerminkan pola kehi-
dupan masyarakat secara menyeluruh,
beralasan untuk ditelaah sebagai faktor
yang mempengaruhi kehidupan hukum.
Baik struktur demokrasi, maupun budaya
demokrasi, dan bahkan pola interaksi da-
lam demokrasi indonesia mempengaruhi
berbagal bentuk ketimpangan hukum yang
dimaksudkan. Struktur ekonoemi dan politik
yan) menjurus kepada terciptanya go-
longan dominan yang tidak tersaingi sera
tidak terkontro!, menghasilkan pemihakan
hukum kepada golongan psnguasa dan
conderung mengabaikan golongan lemah
masyarakat. Budaya tentang kekuasaan
baerdasarkan nilai dan norma tidaksamaan,
hubungan paternalistik, dan pemusatan
kekuasaan, menghasilkan sikap pasrah,
nrimo dan bahkan mendukung penggunaan
dan pembuatan hukumn yang penuh kesen-
Jangan. Malah proses interaksi kekuasaan
yang didasarkan kepada dominasi go-
longan atau pimpinan, menyebabkan ma-
syarakat tak berdaya bersikap kritis dan
membela diri terhadap pelaksanaan hukum
yang ditafsirkan secara sepihak, secara
sempit, ataupun berdasarkan kepentingan
tertentu.

Demokratisasi seluruh aspek kehidup-
an masyarakat, dipercaya sebagai langkah
strategis untuk mendorong pembangunan
hukum sebagaimana dicita-citakan lewat
GBHN dan UUD 1845. Langkah yang
mungkin diupayakan untuk maksud ter-
sehut adalah merelatifkan struldur dominan
dalam masyarakat sehingga tercipta kom-
petisi yang sehat, mengembangkan buda-
ya politik persamaan dan kerelatifan ke-

kuasaan, mengemhangkan pembuatan ke-
putusan berdasarikan tawar-menawar yang
dilandasi argumentasi ketimbang kekuatan
(force).
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